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VISI, MISI, 1. VISI
TUJUAN DAN Menjadi Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Prodi Pendidikan

STRATEGI Profesi Bidan Program Profesi yang mencetak tenaga bidan
PRODI professional, unggul, berdaya guna dalam IPTEKS Kebidanan Holistik

KEBIDANAN dan Berakhlakul Karimah.

PROGRAM 2. MISI

SARJANA a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan sebagai upaya untuk

menghasilkan lulusan tenaga bidan professional, unggul dalam
kebidanan holistik, berdaya guna dan berakhlakul karimah

b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkontribusi pada
IPTEKS Kebidanan Holistik dan pengabdian masyarakat yang
bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

c. Menyelenggarakan kerja sama dan tata kelola program studi yang
berprinsip good governance

d. Membudayakan nilai — nilai akhlakul karimah pada setiap kegiatan
civitas akademika program studi

3. TUJUAN DAN STRATEGI

a. Mampu menghasilkan tenaga bidan yang professional, unggul dalam
kebidanan holistik, berdaya guna dan berakhlakul karimah

b. Mampu menghasilkan penelitian yang berkontribusi pada IPTEKS
kebidanan holistic dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

c. Mampu menjalankan kerja sama dan tata kelola program studi yang
berprinsip good governance

d. Mampu menjalankan perilaku akhlakul karimah pada setiap kegiatan

civitas akademika program studi
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KATA Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala
PENGANTAR Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat
menyelesaikan BUKU AJAR yang InsyaAlloh dengan baik. Shalawat dan
Salam atas Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya

yang terpilih.

Buku ajar ini digunakan sebagai panduan untuk kegiatan belajar
dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa bidan, agar mahasiswa
dapat memahami teori yang didapat dalam pembelajaran di kelas ke dalam,
yang hasil akhirnya diharapkan dapat mengaplikasikan ke dalam praktik
klinik. Dengan begitu, mahasiswa akan terbiasa menyelesaikan masalah
secara menyeluruh sesuai kebutuhan masyarakat.

Penyelesaian buku ajar ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan
semua pihak, baik dukungan moril maupun materiil. Semoga Allah SWT
memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan
semoga panduan ini berguna bagi diri penulis sendiri maupun pihak lain
yang memanfaatkannya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian buku
ajar ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang

membangun sangat diharapkan oleh penyusun.

Jember, 05 September 2024

Penyusun
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PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)
Mampu menjelaskan dan memahami tentang Pentingnya Pendidikan Pancasila

Bahan kajian (Materi Pembelajaran)
Pengantar Pendidikan Pancasila
1. Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila
2. Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila
3. Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila
4

Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan

KETUHANAN YANG MAHA ESA.

@Vl | KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.

PERSATUAN INDONESIA.

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-
SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN.

PANCASILA

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

Gambar 1.1. Pancasila sebagai dasar NKRI

Sumber: id.wikipedia.org

1. LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Visi Pendidikan Pancasila
Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
2. Misi Pendidikan Pancasila
1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik ( misi psikopedagogis).
2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa

dan negara (misi psikososial).
! ______________________________________________|
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3. Membangun budaya berPancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi
sosiokultural).

4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan
terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (synthetic discipline), sebagai misi akademik
(Sumber: Tim Dikti).

Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama,
Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa negara berkehendak
agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi
sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Sehingga mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus
dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa
Indonesia. Hal tersebut berarti pendidikan Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam
membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan
bidang studinya masing-masing. Selain itu, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus
berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi (di Indonesia harus terus
mengembangkan nilai-nilai  Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan
menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, empat pilar pendidikan menurut UNESCO
menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi learning to know, learning to do,
learning to be, dan learning to live together (Delors,1996).

Berdasarkan ke-empat pilar pendidikan tersebut, pilar ke-empat menjadi rujukan utama, yaitu
bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun
kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan.
Berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi
yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah
pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan
dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan
mahasiswa :

1. agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati

nuraninya,;
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2. agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta
cara-cara pemecahannya;

3. agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu
pengetahuan teknologi dan seni;

4. agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk

menggalang persatuan Indonesia.

2. Sumber Historis Pendidikan Pancasila

Presiden Soekarno pernah mengatakan, ”Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.”
pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam
membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan.
Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi
dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda
juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan
bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali

kesalahan sejarah.

"Jancan selkaldiileselailiy
meninggalxan sejarantt

"TASMERAH"

:ﬁwsalwww
2902-2930
Gambar 1.2: Pidato Presiden Soekarno

Sumber: radiosilaturahim.com
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3. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila

Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya
mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai
golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji masalah-masalah sosial,
perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat.

Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri.
Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan
hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia
sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri

melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13).

4. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan salah satu cirinya
atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law).
Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan
menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis (hukum)
merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata
kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka
menegakkan Undang-Undang (law enforcement) yang merupakan salah satu kewajiban
negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif, apabila didukung oleh
kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian,
pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut mahasiswa dapat berperan serta dalam
mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat
diwujudkan keteraturan sosial (social order) dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi
terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para
pendiri bangsa.

5. Sumber Politik Pendidikan Pancasila

Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari
fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa
dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan

politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilaiPancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran
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tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah
penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal.
Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara

konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Rumusan Akhir Yang Ditetapkan Tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI

PANCASILA
<

Zf\( 3. Ketuhanen Yang Maoha Eso

o 2. Kemanwsioan yong Adil don Berodob
’ 3. Pensotuon Indonesio

4. Merakyaton yang dipimpin oleh
Hikmat Nebljokranoan da'lom

S. Keodion Sosiol bagl
Selurud Rokyot Indoneria

JUMLAH bulu Garuda Pancasila melambangkan Harl
pada tanggal

;TWMMHM

45 helai bulu di
leher

= 17 helai bulu
pada

gmasing Ketuh yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab
, Persatuan Indonesia
19 helai buludi | 2

bawah perisai
atau pada
pangkal ekor

4 Kerakyatan yang Dipimpin

Al oleh Hikmat Kebijaksanagn.
dalam Permusyswaratai /¢,
Perwakilan [:~/ 'L \»

8 helai bulu )

pada ekor \e - | Keadilan Sosial bagi$

“*.| Rakyat Indonesia. E /

Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang
profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing
yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah
pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran (mainstream) dalam berbagai
kehidupan bangsa.

Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak
masyarakat. Penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara, maka target

pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut menjadi terbengkalai.
I ———
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Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan
tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita
bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas
akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain:

. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri,

. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang,

. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan (solidaritas) nasional,
. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan,

. Kesadaran pentingnya kesahatan mental bangsa,

. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum,

~N o oA W DN

. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila.

Dalam rangka menanggulangi keadaan tersebut, pemerintah telah mengupayakan
agar pendidikan Pancasila ini tetap diselenggarakan di perguruan tinggi. Dengan demikian,
tanggung jawab berada di pundak perguruan tinggi untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila
sebagai amanat pembukaan UndangUndang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jadi kecerdasan tidak hanya mencakup intelektual, tetapi juga mencakup pula
kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang menjadi dasar bagi pengembangan
kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis.

Berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa
kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari
mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap
rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia

intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa :

1. agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati
nuraninya;

2. agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta
cara-cara pemecahannya;

3. agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu

pengetahuan teknologi dan seni;

4. agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk

menggalang persatuan Indonesia.
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Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional, mempunyai tujuan
mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan
bermartabat agar:
1. menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur;
3. memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hari
nurani;
4. mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; serta
5. mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi
bangsanya.

Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah

untuk:

1. memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa
melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan
bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.

2. memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila
kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk
dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap
berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem
pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

4. membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan,
kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat
madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk
mampu berinteraksi dengan dinamika internal daneksternal masyarakat bangsa Indonesia

(Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013: viii).
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PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)
Mampu menjelaskan dan memahami tentang Pentingnya Pendidikan Pancasila

Bahan kajian (Materi Pembelajaran)

1. Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia
2. Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
3. Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa

Indonesia
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PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA

1. Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia

Perlu Anda ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia
sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh
PPKI, Lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan

dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka.

1. Periode Pengusulan Pancasila
Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme
yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Benih
nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpoenan Indonesia yang
sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa.
Perhimpoenan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh
menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian, disusul lahirnya Soempah Pemoeda
28 Oktober 1928 merupakan momenmomen perumusan diri bagi bangsa Indonesia.
Sebagaimana Anda ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam
sidang BPUPKI adalah Ir. Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir.
Soekarno menyampaikan lima butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut :

a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,

b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,

c. Mufakat atau Demokrasi,

d. Kesejahteraan Sosial,

e. Ketuhanan yang berkebudayaan.
Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama

Pancasila

2. Periode Perumusan Pancasila

Dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah
awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta.
Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. kemudian

dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah perubahan di sana-sini.
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3. Periode Pengesahan Pancasila

Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno, Hatta,
dan Rajiman Wedyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke
Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah
dijanjikan. Namun, di luar dugaan ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada
Sekutu tanpa syarat.

Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi KemerdekaanIndonesia
pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Moh.Hatta dan ditulis oleh
Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi
Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulisoleh dua tokoh proklamator tersebut
sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwitunggal.

Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan
kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberinama Piagam Jakarta,
akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karenasituasi politik yang berubah (Lihat
Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi, William Frederick dan
Soeri Soeroto, 2002: hal. 308 —311).

Sampai detik ini, teks Proklamasi yang dikenal luas adalah sebagai berikut:

Proklamasi
Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll. diselenggarakan dengan cara

saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 2605
Atas Nama Bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta
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Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI
bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa
terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan
pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Soekarno,
Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa
Koesoema Soemantri, dan Ahmad Subarjo. Putusan-putusan penting yang dihasilkan
Mencakup hal-hal berikut:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD ‘45) yang terdiri atas
Pembukaan dan Batang Tubuh.

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta).

3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah
tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus
1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
/perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Alasan Diperlukannya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia.
1. Pancasila sebagai ldentitas Bangsa Indonesia

Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan
dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui
proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan
konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut.

Salah satu defisini kebudayaan adalah sebagai berikut: ”suatu desain untuk hidup yang
merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat
mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan™ (Sastrapratedja, 1991:
144). Apabila definisi kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar
masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan

berbangsa yang mengatasi kepentingan individu atau kelompok.

2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental
dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa

Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa Indonesia

Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, berarti nilai-nilai Pancasila melekat
dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika
Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila

dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa

Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya
masing-masing, yang dinamakan volkgeist (jiwa rakyat atau jiwa bangsa). Pancasila sebagali
jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak

dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia (Bakry, 1994: 157).
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5. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur

Perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian
bangsa disepakati oleh para pendiri negara (political consensus) sebagai dasar negara
Indonesia (Bakry, 1994: 161). Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagali
dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu
yang tepat.

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila dalam Kajian Sejarah
Bangsa Indonesia
1. Sumber Historis Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang
berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila
Ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang
beranekaragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia
of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada
kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada
objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai
perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia

dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman.

2. Sumber Sosiologis Pancasila

Nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan) secara
sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu
nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang

adalah nilai gotong royong.

3. Sumber Politis Pancasila
Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila
bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk

pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain.
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Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Kajian
Sejarah Bangsa Indonesia
1. Argumen tentang Dinamika Pancasila dalam Sejarah Bangsa

Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang
surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa
pemerintahan presiden Soekarno, terutama pada 1960an NASAKOM lebih populer daripada
Pancasila. Pada zaman pemerintahan presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar
kekuasaan melalui penataran P-4 sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang
mengidentikkan Pancasila dengan P-4. Pada masa pemerintahan era eformasi, ada
kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila
ditinggalkan.

2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara

Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai
Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya,
pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP No.IlI/MPRS/1960 Tentang
Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hal tersebut bertentangan dengan
pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan
bahwa, ”Presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama lima (5) tahun, sesudahnya
dapat dipilih kembali”. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya

dilakukan secara periodik dan ada batas waktu lima tahun.

Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
untuk Masa Depan
1. Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa

Pancasila pada hakikathya merupakan  Philosofische  Grondslag dan
Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara (Philosofische
Grondslag) karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut: alasan filosofis berdirinya suatu
negara; setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa (Weltanschauung) mengandung unsur-unsur sebagai

berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat.
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2. Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa

Hasil Survei yang dilakukan KOMPAS yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan
bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%
responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan silai-sila Pancasila secara
benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila, lebih parah lagi, 60% responden
berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat
memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam
masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila
(Ali, 2009: 2).
Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-
hal berikut: pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai
alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
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KONSEP NEGARA DAN TUJUAN NEGARA

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)

Mampu menjelaskan dan memahami tentang Pentingnya Konsep Negara dan Tujuan Negara

Bahan kajian (Materi Pembelajaran)

1. Konsep Negara

a. Menelusuri Konsep Negara,

b Menelusuri Konsep Tujuan Negara
2. Negara dan Konstitusi

a. Pengertian Negara

b. Konstitusionalisme

¢. Konstitusi Indonesia
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KONSEP NEGARA DAN TUJUAN NEGARA

1. Menelusuri Konsep Negara
Beberapa istilah Homo Faber (makhluk yang menggunakan teknologi), Homo
Socius (makhluk bermasyarakat), Homo Economicus (makhluk ekonomi), dan istilah
Zoon Politicon atau makhluk politik? Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang
melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat-predikat tersebut mengisyaratkan
bahwa interaksi antar manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau
kepentingan (interest) masing-masing. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersamaan
(sejalan), berbeda, atau bertentangan satu sama lain, bahkan meminjam istilah Thomas
Hobbes manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain (homo homini lupus).
Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi
kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan negara.
Apakah negara itu? Menurut Diponolo (1975: 23-25) negara adalah suatu

organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata
tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Lebih lanjut, Diponolo mengemukakan
beberapa definisi negara yang dalam hal ini penulis paparkan secara skematis.
Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 (tiga)
unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu:

a. Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau territoir

b. Unsur manusia, atau umat (baca: masyarakat), rakyat atau bangsa

c. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan.
Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur
konstitutif ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif, dalam hal ini pengakuan

dari negara lain.

Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat
dari 2 (dua) pendekatan, yaitu:
a. Negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada
bentuk dan struktur organisasi negara
b. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama
kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di

BUKU AJAR PANCASILA

PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA FIKES UDS L



pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerin tahan

seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara.

Aristoteles: Negara (polis) ialah™ persekutuan daripada keluarga dan desa guna
memperoleh hidup yang sebaik-baikmya™.

Jean Bodin: Negara itu adalah "suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga
dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dan suatu kuasa yang
berdaulat®.

Hugo de Groot/Grotius: Negara merupakan “suatu persekutuan yang
sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh
periindungan hukum®.

Definisi
Negara Bluntschli: mengartikan Negara sebagai “diri rakyat yang disusun dalam
suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu”.
Hansen Kelsen: Negara adalah suatu “susunan pergaulan hidup bersama
dengan tata-paksa”™.
Harrold Laski: Negara sebagai suatu organisasi paksaan (coercive instriment)
e

Gambar I11.1: Definisi Negara oleh para ahli

Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin
diwujudkan, serta bagaimana jalan/cara mewujudkan tujuan negara tersebut, akan
ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata
lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan
tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan
tujuan suatu negara. Agar pemahaman
Anda lebih komprehensif, di bawah ini dikemukakan contoh pengaruh dasar negara
terhadap bentuk negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara
Republik Indonesia, antara lain: Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang
berbentuk Republik (Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945). Pasal tersebut
menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut
oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Lebih lanjut,
pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik bukan
despot (tuan rumah) atau absolutisme (pemerintahan yang sewenang-wenang). Konsep

negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum

BUKU AJAR PANCASILA

PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA FIKES UDS 18



yang demokratis. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia
1945, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”.

Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi
konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara
komunis. Di sisi lain, pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945,
ditegaskan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip tersebut
mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut
ditegaskan oleh Atmordjo (2009:

25) bahwa : “konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga)

unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara”.

2. Menelusuri Konsep Tujuan Negara
Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki
tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula, suatu bangsa
mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoretik, ada

beberapa tujuan negara diantaranya dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut :

Kekuatan,
kekuasaan dan
kebesaran/keag
ungan sebagai
Tujuan Negara

Kemerdekaan Kepastian
sebagai Tujuan Hidup,
Negara Keamanan dan
Ketertiban
sebagai Tujuan
TUJ UAN Negara
NEGARA
Kesejahteraan
dan Keadilan
Kebahagiaan sebagai
Hidup sebagai Tujuan Negara

Tujuan Negara

Gambar 1.4. Menelusuri Konsep Tujuan Negara
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Skema di atas menggambarkan intisari 5 teori tujuan negara, yang disarikan dari
Diponolo (1975: 112-156), kemudian berikut ini disajikan uraian tujuan negara dalam

bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Teori Kekuatan dan Kekuasaan sebagai Tujuan Negara

Komentar
No Nama Tokoh Pandangan
Anda
1 Shan Yang (Pujangga Satu-satunya tujuan bagi raja ialah membuat
Filsuf Cina, 4-3 SM) negara kuat dan berkuasa. Hal ini hanya mungkin
dicapai dengan memiliki tentara yang besar dan
kuat.
2 Nicollo Machiavelli Raja harus tahu bahwa ia senantiasa dikelilingi
(1469-1527) oleh orang-orang yang selalu mengintai kelemahan
dan menunggu kesempatan menerkam atau
merebut kedudukannya, maka raja haruslah
menyusun dan menambah kekuatan terus menerus.
3 Fridriech Nietzsche Tujuan hidup umat manusia ialah penjelmaan

(1844-1900)

tokoh pilihan dari mereka yang paling sempurna
atau maha manusia (ubermensch). Hidup itu
adalah serba perkembangan, serba memenangkan

dan menaklukan, serba meningkat terus ke atas.

Anda dipersilakan untuk
mencari tokoh lain yang
mengemukakan teori
tujuan negara dalam
konteks kekuatan dan

kekuasaan

Tabel.l.2 Teori Kepastian Hidup, Keamanan, dan Ketertiban sebagai Tujuan Negara

No

Nama Tokoh

Pandangan

Komentar
Anda

Dante Alleghieri (Filsuf
Italia, abad 1314M)

Manusia hanya dapat menjalankan kewajiban
dengan baik serta mencapai tujuan yang tinggi di
dalam keadaan damai. Oleh karena itu, perdamaian
menjadi kepentingan setiap orang. Raja haruslah
seorang yang paling baik kemauannya dan paling
besar kemampuannya karena ia harus dapat

mewujudkan keadilan di antara umat manusia.
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Thomas Hobbes (1588-
1679)

Perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat
tujuan negara. Demi keamanan dan ketertiban,
maka manusia melepaskan dan melebur
kemerdekaannya ke dalam kemerdekaan umum,

yaitu negara.

Theodore Roosevelt
(Presiden Amerika Serikat)

In case of a choise between order and justice I will
be on the side of order (apabila saya harus memilih
antara ketertiban dan keadilan, maka saya akan

memilih ketertiban).

Anda dipersilakan untuk
mencari tokoh lain yang
mengemukakan teori
tujuan negara dalam
konteks kepastian hidup,

keamanan, dan ketertiban

Tabel 1.3 Kemerdekaan sebagai Tujuan Negara

Komentar
No Nama Tokoh Pandangan
Anda
1 Herbert Spencer (1820- Negara itu tak lain adalah alat bagi manusia untuk
1903) memperoleh lebih banyak kemerdekaan daripada
yang dimilikinya sebelum adanya negara. Jadi,
negara itu adalah alat untuk menegakkan
kemerdekaan.
2 Immanuel Kant (1724- Kemerdekaan itu menjadi tujuan negara.
1804) Terjadinya negara itu adalah untuk membangun
dan menyelenggarakan hukum, sedangkan hukum
adalah untuk menjamin kemerdekaan manusia.
Hukum dan kemerdekaan tidak dapat dipisahkan.
3 Hegel (Refleksi absolut, Negara adalah suatu kenyataan yang sempurna,
17701831) yang merupakan keutuhan daripada perwujudan
kemerdekaan manusia. Hanya dengan negara dan
dalam negara manusia dapat benar-benar
memperoleh kepribadian dan kemerdekaannya.
4 Anda dipersilakan untuk
mencari tokoh lain yang
mengemukakan teori
tujuan negara dalam
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Komentar

No Nama Tokoh Pandangan
Anda

konteks kemerdekaan

Tabel 1.4. Teori Kesejahteraan dan Kebahagiaan sebagai Tujuan Negara No Nama Tokoh

Pandangan Komentar Anda

Komentar
No Nama Tokoh Pandangan
Anda
1 Mohammad Hatta (1902- “Bohonglah segala politik jika tidak menuju
1980) kepada kemakmuran rakyat”.
2 Immanuel Kant (1724- Tujuan politik ialah mengatur agar setiap orang
1804) dapat puas dengan keadaannya. Hal ini

menyangkut terpenuhinya kebutuhan yang
bersifat bendawi dan terwujudnya kebahagiaan

yang bersifat kerohanian.

3 Anda dipersilakan untuk
mencari tokoh lain yang
mengemukakan teori

tujuan negara dalam

konteks kesejahteraan

Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan
kebahagiaan, tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda
bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan
tersebut kalau disederhanakan dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu:
a. Aliran liberal individualis
Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan
politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas.
b. Aliran kolektivis atau sosialis
Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat
diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin /totaliter.
Pada umumnya, tujuan suatu negara termaktub dalam Undang-Undang Dasar
atau konstitusi negara tersebut.
Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2 (dua), yaitu

mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh
I —
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wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut
dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu :
a. Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach)

b. Pendekatan keamanan (security approach)

Tokoh pendukung ide konstitusionalisme di era modern;
1. Carl J. Friedrich dalam bukunya yang berjudul “constitutional Government and
Democracy, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan :
“Suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat,
tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin
kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh
mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.”
2. Menurut Richard S. Kay, konstitusionalisme adalah:
“Pelaksanaan aturan-aturan hukum (rule of law) dalam hubungan individu
dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadir-kan situasi yang dapat
memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah

yang telah ditentukan lebih dahulu.”

3. Andrew Heywood melihat konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Dalam arti
sempit, “Konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
dibatasi oleh sistem perundang-undangan.”

Dalam arti sempit itu, dengan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-

lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan

konstitusi.

Sementara, pengertian konstitusionalisme dalam arti luas menurut Andrew Heywood

adalah:

“Konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang
mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan
pengawasan (checks) internal maupun eksternal terhadap kekuasaan
pemerintah.”

Jadi, dalam pengertian luasnya, konstitusionalisme adalah bagian penting

dari demokrasi konstitusional

Implementasi dalam Negara ;
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Dalam hal aktualisasi nilai-nilai  konstitusionalisme dalam sistem politik
yang demokratis, maka konstitusi memberikan kejelasan dalam konsep Trias politica

atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (John Locke).

» Eksekutif :
Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan.
» Legislatif :

Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk
undang-undang. Lembaga ini terdiri atas DPR, MPR, dan DPD
» Yudikatif :

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman

Keberadaan ketiga lembaga negara itu memastikan bahwa tidak ada kekuasaan
yang saling tumpang tindih ataupun kekuasaan yang lebih kuat, karena itu ketiga
lembaga itu. Kemudian melakukan powersharing ataupun distribution of power, selain
itu pula ketiga lembaga negara bertugas saling mengawasi.

Seperti yang ditulis dalam buku Introduction to Political Science yang dituilis
oleh Carlton Clymer Rodee:

"memerintah berarti mengawasi, dan mengawasi dalam pengertian politik di
dalam suatu negara memerlukan prinsip-prinsip tingkah laku yang lekat dengan
prinsip-prinsip hukum, ukuran-ukuran, dan aturan-aturan yang dikukuhkan
dengan sanksi, baik perdata maupun pidana.

» Artinya bahwa, Kkonstitusi atau undang-undang memberikan acuan bagi
penyelenggaraan negara agar pada pejabat ataupun aparatur negara tidak bisa berlaku
sewenang-wenang karena mereka diawasi oleh lembaga-lembaga negara yang
memiliki kedudukan hukum sebagai prinsip dasarnya yang kuat dan kokoh.

Dengan prinsip Trias politica, maka diantara tiga lembaga kekuasaan itu -
eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersifat saling mengawasi (prinsip check and
balances), tujuannya nanti adalah terciptanya sebuah tatanan pemerintah an yang baik

(good governance) dimana nilai-nilai demokrasi yang menjadi indikatornya.

Beda pemerintahan dengan konstitusi dengan pemerintahan yang konstitusionalisme
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» Konstitusi dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan — ketentuan
pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Jadi pemerintahan Konstitusi
adalah pemerintahan yang keseluruhan peraturannya baik yang tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan
dalam suatu masyarakata negara.

Tujuan konstitusi yaitu:

» Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang — wenang maksudnya
tanp